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. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah (") ditulis rangkap. Misalnya,
A} ditulis Allah.

1a Marbutah Di Akhir Kata
a. Jika dimatikan ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dll.
a-'.. b8 ditulis hidayah
b. Jika dihidupkan ditulis h.
gLl g ¥t da 1S ditulis karamah al-auliya’
Vokal Pendek
Fathah ( / ) ditulis a, kasrah ( _) ditulis 1, dan dammah (’ ) ditulis u.

Vokal Panjang
A (fathah) panjang ditulis -, i (kasrah) panjang ditulis 1, dan u (dammah)
panjang ditulis @.

Vokal Rangkap

Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan (& /) ditulis "ai" dan fathah +

wawu mati (3 /) ditulis "au".

Vokal-vokal pendek vyang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof.

ne o N
. 8 ditulis mu'annas.



8. Kata sandang alif + lam
a. Jika ditkuti huruf gamariyyah ditulis "al", seperti OVA ditulis al-Qur'an;
b. Jika diukuti huruf syamsyiyyah ditulis "al" atau huruf "l" diganti dengan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya, seperti (> ‘J-" ditulis "al-rahman”
atau "ar-rahman."
9. Penulisan huruf besar disesuaitkan dengan pedoman Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD).

10. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat ditulis kata per kata atau menurut

bunyt (pengucapannya) dalam rangkaian itu.

Misalnya : daa ) ada ditulis "mudir al-jami'ah.”
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Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penyusun persembahkan untuk
orang-orang yang telah memberi dukungan dan bantuan:

1. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun;

2. Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag., yang telah dengan sabar mendengarkan
setiap konsultasi penyusun;

3. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku dosen Metode Penelitian
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BABI
+ ENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi

yang istita'ah (mampu) untuk r nunaikan perjalanan ke Baitullah.

17\.,,..; adt &LE:..»\ R ot g u.:\.ﬂ\,dl& i‘n}

Kewajiban tersebut hanya diperintahkan sekali seumur hidup dan
selebihnya merupakan sunnah’® Tetapi banyaknya nas vang menerangkan
keutamaan haji mendorong umat Islam untuk berbondong-bondong memenuhi
panggilan Allah tersebut. Hal ni bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah
muslimin yang datang dari segala penjuru dunia di Tanah Suci pada bulan
Zulhijjah.

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji didasarkan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
selanjutnya disebut Undang Jndang Haji sebagai sumber hukum dari
penyelenggaraan haji di Indonesia sekarang ini. Jika sebelumnya penyelenggaraan

haji hanya dapat dilaksanakan - “zh pemerintah3 maka dalam Undang-Undang Haji

! Al-“Imwan (3): 97.

2 An-Nasa’i, Sunan an-Nas. , edisi Muijtaba, “Kitab al-Manasik al-Hajji,” “Bab Wujub
al-Hajji” (Mesir: ‘Isa al-Babi al-l.alabi wa Syurakah, t. t.), IIl: 83, hadis no. 2480, Hadis
diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari Ibnu Abbas.

7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Urusan Haji, Pasal 1.



tersebut masyarakat telah dapa: ikut serta sebagai penyelenggara ibadah haji.*
Undang-Undang ini memberikan peran kepada pemerintah — dalam hal im
Departemen Agama — sebagai regulator, pelaku sekaligus pengawas dalam
penyelenggaraan haji  sehingga justru dinilai banyak kalangan tetap
mengindikasikan adanya monopoli pemerintah.” Seperti yang dikemukakan oleh
Rokib Abdul Kadir, anggota Fraksi Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.®

Tetapi sebelum revisi terhadap Undang-Undang Haji dilakukan, terjadi
pembatalan keberangkatan sejumlah 29.974 orang calon jemaah haji untuk musim
haji tahun 2004 (1424 H),” karena Pemerintah Arab Saudi menolak permintaan
kuota tambahan yang diajukan Indonesia pada tanggal 13 November 2003, dengan
alasan keamanan dan kenyanm._ian® Padahal sebelumnya, sejak 29 September
2003 Departemen Agama telah membuka pendaftaran haji untuk memenuhi kuota
tambahan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 460
Tahun 2003 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah Haji Tahun 2004 yaitu
sebanyak 30 ribu orang. Tetapi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri

Agama Nomor 547 Tahun 2003 pada tanggal 15 Desember 2003 yang

Ty

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6
ayat (3).

° Arief Mujayanto, "Perli_ja Merevisi Undang-Undang Haji," Warta Perundang-
Undangan, No. 2262 (5 Juni 2003), him. SKETSA-1.

® Nur Hidayati, “Itikad Baik Saja Tak Cukup,” http://www. kompas com/kompas-
cetak/0312/27/fokus/767953 . htm, akses 27 Desember 2003.

7 “Menteri Agama Harus Bertanggung Jawab,” hitp://www kompas.com/kompas-
cetak/0312/20/utama/7573 14.htm, akses 20 Desember 2003,

§ “Kronologi Batalnya Kuota Tambahan Haji 2004, http://www kompas.com/kompas-
cetak/0312/27/fokus/768077 htm, akses 27 Desember 2003.



menyatakan bahwa kuota haji untuk Indonesia tahun 2004 adalah kuota awal yaitu
205 ribu orang, maka calon jemaah haji yang terdaftar dalam kuota tambahan
menjad! bata! berangkat.

Muncul kontroversi mengenat apakah peristiwa tersebut merupakan

ribu orang kepada masyarakat tanpa adanya kesepakatan kerja yang mengikat
dengan Pemerintah Arab Saudi,’ atau semata-mata di luar kemampuan
Departemen Agama karena ditentukan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak.
Ade Marfuddin misalnya, Ketua Majelis Pengurus Pusat Rabithah Haji
Indonesia ini berpendapat bahv... dengan bersembunyi di balik jargon keagamaan,
penyelenggaraan haji seolah-olah dibuat menjadi untouchable (tak tersentuh) oleh
siapapun. Kekecewaan calon jemaah haji yang batal berangkat diredam
sedemikian rupa dengan diplomasi kesabaran dan ujian. Departemen Agama tidak
menjadikannya sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya. Monopoli, tidak
adanya audit publik atas dana penyelenggaraan haji dan ketidakprofesionalan
pemerintah dalam penyelenggaraan haji adalah faktor penting yang menyebabkan
kekisruhan, terutama di tahun 2004.'° Jadi kasus tersebut merupakan puncak

rangkaian buruknya pengelolaan haji oleh Departemen Agama. Penanganan calon

? Ade Marfuddin, disampaikan dalam dialog terbuka “Pembatalan Kuoia Haji : Evaluasi
dan Solusi,” di Jakarta, tanggal 19 Desember 2003. Dimuat dalam “Menteri Agama Harus.”

10" Askan Krisna, “Gonjang-Ganjing Pelaksanaan Ibadah Haji,” Warta Perundang-
Undangan, No. 2319 (1 Januari 2004), him. SKETSA-1-2.



jemaah haji tidak dilakukan berdasar kepentingan ibadah, t. | lebih menekankan
aspek komoditas. !

Hal senada juga diungkapkan oleh Zaim Saidi, Ketua Dewan Eksekutif
Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). la menyatakan
penyelenggaraan haji merupakan satu-satunya bisnis jasa publik yang masih
dimonopoli oleh negara. Sebetulnya dari sudut pandang perlindungan konsumen,
Departemen Agama telah menj—nl sesuatu yang belum dipastikan keberadaannya.
Tapi karena tidak ditempatka; sebagai kegiatan ekonomi atau jasa pelayanan
publik, maka Undang-Undang .’erlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan
terhadapnya. 2

Sementara dari pihak Departemen Agama, terutama Said Agil Husin al-
Munawar, selaku Menter1 Ay ma saat itu menolak keras bahwa pembatalan
tersebut merupakan kecerobohan pemerintah karena penambahan kuota sudah
tertuang dalam Memorandum of Understanding (MolU) antara pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi.” Drs. H Mansur, M. M., Kepala Kandepag
Banyuwangi juga menyatakan pembatalan kuota tambahan bukan kesalahan

Departemen Agama. Arab Saudi yang membatalkannya atas permintaan negara-

negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKD)." Demikian juga Taufik

1 “Ketika Departemen “Korup” Mengelola Haji,” http://www kompas com/kompas-
cetak/0312/27/fokus/767492 htm, akses 27 Desember 2003.

2 Nur Hidayati, “Risiko Yang Dapat Diprediksi,” http://www kompas.com/kompas-
cetak/0402/07/fokus/842302 htm, akses 7 Februart 2004.

B3 «Ratusan CJH Serbu Kantor Depag Kota Makassar,” http://www tvri.co.id
/beritadaerah/brada.php?id=527&da¢ h=Sulawesi_ Selatan/brada.htm, akses 18 Desember 2003.

¥ «Ratusan JCH Banyuwangi Gagal Berangkat Haji,” http://www balipost.co.id/
balipostcetak/2003/12/19/n1hl htm, akses 19 Desember 2003.



Kamil, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
bahwa penetapan kuota tambahan tersebut berdasar pengalaman sebelumnya.
Selama tiga tahun terakhir, jawaban atas permintaan kuota tambahan memang
tidak pernah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tetapi MoU permintaan kuota
tambahan itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan
perencanaan penyelenggaraan haji dan dasar untuk melakukan kontrak pekerjaan
dengan pihak ketiga di Arab Saudi."

Selain itu, peristiwa tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit
jumlahnya. Para calon jemaah haji yang dinyatakan batal berangkat telah
dirugikan, baik secara materiill maupun immateriil. Pembatalan yang
diberitahukan kurang dari ebulan sebelum keberangkatan jelas telah
menimbulkan kerugian materiix karena selama mengikuti bimbingan manasik haji
pada umumnya telah dipungut biaya-biaya lain seperti seragam kelompok, biaya
transportasi dari daerah (kabupaten) ke embarkasi dan segala macam persiapan
yang kemungkinan telah disiapkan pada saat itu, seperti pakaian ihram, syukuran
(walimatus safar) dan lainnya. Juga kerugian immateriil berupa rasa malu, shock
dan kecewa. Begitu juga kerugian yang diderita oleh Kelompok Bimbingan
Ibadah Haji (KBIH) karena sebagian besar dari calon jemaah haji yang batal
tersebut tergabung dalam KBIH.'® Meskipun tidak mengabaikan kemungkinan

kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan kontrak sewa rumah di Arab Saudi,

5 Nur Hidayati, “Itikad Baik.,” akses 27 Desember 2003.

16 “pemerasan Calon Haji Dari Pamulang Hingga Mekkah,” http://www.kompas.com
/kompas-cetak/0312/27/fokus/767497 .htm, akses 27 Desember 2003.



kontrak angkutan darat perhajian, pengurangan katering, kontrak pesawat, dan
lain-lain yang diderita oleh panitia haji."”

Pertanyaan yang timbu 1dalah siapa yang harus bertanggung jawab atas
kerugian-kerugian tersebut ? Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat saat itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2003, mengatakan bahwa pembatalan kuota
terjadi karena kesalahan tehnis akibat salah mengartikan kata ‘dipertimbangkan’
dari Pemerintah Arab Saudi.'® Jika kesalahan tehnis yang dilakukan Departemen
Agama tersebut telah mengakibatkan kerugian-kerugian, apakah itu berarti
Departemen Agama bisa digugat telah wanprestasi dan atau perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan kerugian, dan akibatnya Departemen Agama harus
membayar ganti rugi ? Atau jaminan diprioritaskan untuk berangkat di musim
haji tahun berikutnya bagi mereka yang batal berangkat - dengan syarat Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji-nya tidak diambil” - sudah dianggap cukup
menyelesaikan masalah terseb... ? Atau justru kasus tersebut digolongkan dalam
force majeure (keadaan memaksa), yang kemudian dapat membebaskan
Departemen Agama darinya ?

Meskipun telah terjadi hampir setahun yang lalu, kasus tersebut hingga
kini seolah tidak ada tindak .anjutnya. Padahal penyelenggaraan haji selain

menyangkut kepentingan umat Islam yang sangat besar jumlahnya, juga

'7 Nur Hidayati, “Itikad Baik ,” akses 27 Desember 2003.
18 «K etika Departemen “Korup”.,” akses 27 Desember 2003.

1 «“BPIH Calon Haji Yang Batal Dikembalikan,” http://www kompas.com/kompas-
cetak/0401/08/utama/789733.htm, akses 8 Januari 2004.



menyangkut kepentingan negar~ Koalisi Reformasi Untuk Penyelenggaraan Haji
(Korup Haji) yang terdiri dari delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

20 terhadap

memang pernah mempersiapkan pengajuan gugatan “class action
Departemen Agama atas ka__s tersebut’’, tetapi hingga kini belum ada
pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan.

Consumer Protection dan Monopoly Watch juga pernah akan melakukan hal yang

sama.22

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, mak  pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Apakah dalam peristiwa pembatalan keberangkatan calon jemaah haji
kuota tambahan Indonesia tahun 2004, Departemen Agama bisa dikatakan
telah melakukan wanprestasi karena kesengajaan atau kelalaian, atau
karena keadaan memaksa (force majeure) ?

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Departemen Agama Republik

Indonesia terhadap calon jemaah haji kuota tambahan tahun 2004 ?

2 Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah suatu prosedar pengajuan gugatan,
dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri
dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta
atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002). Pengajuan gugatan ini telah diakui untuk pertama
kalinya di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

2K orup Depag Tuntut Menag Diadili,” http://tempointeraktif. com/hg/nasional/2004/09/
27/brk,20040927-13,id. html, akses 27 September 2004.

2 «Terjadi Pelanggaran UU Haji,” http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/23/
nasional/764699.htm, akses 23 Desember 2003.



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan posisi para pihak yang terkait dengan pembatalan
haji di Indonesia tahun 2004;
b. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan haji tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
a. Dapat menjadi evaluasi bagi kinerja Departemen Agama khususnya
dalam penyelenggai..an haji sehingga tidak akan terulang kasus serupa;
b. Dapat memberi kontribusi pemikiran, baik itu terhadap penyelenggaraan

haj1 di Indonesia me..pun hukum akad.

D. Telaah Pustaka

Kitab-kitab figh yang r mbahas tentang ibadah haji telah ada sejak dulu,
bahkan hukum ibadah haji hampir selalu ada di setiap kitab figh yang dibahas
setelah rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Tetapi hampir seluruhnya hanya
membahas normatif ibadah haji atau aspek hukumnya saja, sedangkan aspek
tehnis penyelenggaraan haji bisa dikatakan belum ada.

D1 Indonesia sendiri, pembahasan mengenai penyelenggaraan haji baru
penulis temukan dalam buku yang ditulis oleh Rokib Abdul Kadir dengan judul
Menggugat Kebijakan Haji : Tugas Nasional Atau Korupsi Massal. Dalam buku
ini Rokib mengkritisi Undang-Undang Haji dalam beberapa hal. Perfama,
mengenai monopoli pemerintah dalam penyelenggaraan haji, yaitu Departemen

Agama yang bertindak sebagai regulator, pelaksana sekaligus pengawas yang



menimbulkan kerancuan pengorganisasian. Kedua, besarnya beban yang harus
ditanggung jemaah haji padahal penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional
schingga negara wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan dengan anggaran
negara. Ketiga, penyelenggaraan haji justru menjadi lahan bisnis, sementara aspek
kemabruran haji tidak dijadikan sebagai tolak ukur. Dan yang keempat, tidak
transparannya penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Dana Abadi
Umat yang dikelola oleh Departemen Agama. Karena itu Rokib mengusulkan
dilakukannya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji
agar berjalan aman, tertib dan lancar, sesuai tuntunan agama Jslam.” Tetapi
karena buku itu diterbitkan sebelum terjadinya pembatalan keberangkatan hajt
tahun 2004 maka otomatis tidal nengulasnya.

Sedangkan tulisan-tulisan tentang pembatalan keberangkatan calon jemaah
haji Indonesia yang disebabkan oleh penolakan kuota tambahan dari pihak
pemerintah Arab Saudi pada t._un 2004 lalu banyak dimuat di berbagai media
massa, baik harian nasional maupun lokal seperti Kompus, Republika, dan Suara
Merdeka. Juga majalah-majalah berkala seperti Tempo, Warta Perundung-
Undangan, dan Saksi. Tetapi tulisan-tulisan tersebut bukan merupakan kajian
ilmiah, hanya sebagai pemberitaan atau opini saja yang menguraikan kronologi
batalnya keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2004, juga disertai
argumen beberapa tokoh yang mempunyai komitmen dalam bidang

penyelenggaraan haji.

¥ Arief Mujayanto, “Perlunya Merevisi,” him. SKETSA-2.
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Sedangkan dari segi konsep hukum akad, para fugaha di zaman lampau
tidak membahas teori umum tentang akad. Pembahasan mereka langsung pada
akad-akad bernama seperti jual-beli, sewa-menyewa dan utang-piutang.** Hal itu
bisa diketahui terutama dengan belum adanya konsep wanprestasi dan force
majeure dalam Islam yang dibahas secara tersendiri dan terperinci.

Demikian juga tulisan dalam bentuk skripsi yang bisa dijadikan rujukan

belum ditemukan.

E. Kerangka Teoretik

Ber'dasarkan pokok masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini
menggunakan kerangka teori hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan
hukum akad; pengertian, rukun dan syaratnya, wanprestasi (ingkar janji), dan
force majeure, serta berakhirnya suatu akad.

1. Tentang Rukun dan Syarat Akad
Suatu akad harus memenuhi tiga rukun berikut® :
a. Pihak-pihak yang mengadakan akad;
b. Formula akad (sigah akad);

¢. Objek akad.

* Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat
Kehendak," Jurnal Penelitian Agama, Vol. VI : 21 (Januari — April 1999), him. 93.

% 7Zahri Hamid, Asas-Asas Mu'amalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat Diktat
Kuliah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (Yogyakarta, 1967), him. 14.



Wahbah az-ZuhailT be
objeknya memenuhi syarat-sya

a. Telah ada pada waktu a
Para ulama umumnya

akad tidak dapat menj

akad tidak mungkin ber

b. Dibenarkan oleh syara’
Objek merupakan sesua

c. Dapat ditentukan dan d;
Ketidakjelasan objek 1
sehingga tidak memenu

d. Dapat diserahkan pada

Ini tidak berarti harus «

dapat diserahkan karer

yang sah pihak yang be

2. Tentang Wanprestasi dan [
Salah satu prinsip hu

adalah mu'amalah dilakukan a
menghindarkan mudarat dalar

mendatangkan mudarat tidak

11

endapat bahwa suatu akad dipandang sah jika
- sebagai berikut™ -

d diadakan

:rpendapat barang yang belum ada pada waktu
i objek akad karena hukum dan akibat hukum
ntung pada sesuatu yang belum ada.

as)

yang bernilai bagi kedua pihak.

stahui

idah menimbulkan sengketa di kemudian hari
syarat objek akad.

tktu akad terjadi

sat diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek
memang benar-benar ada di bawah kekuasaan
ingkutan.

'ce Majeure

im mu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir
. dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
hidup manusia. Segala bentuk mu'amalah yang

dibenarkan. Selain itu mu'amalah juga harus

dilaksanakan dengan memeliiara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur

penganiayaan, dan unsur pen,

% Wahbah az-Zuhaili, a/-F
172-181.

mbilan kesempatan dalam kesempitan. Hal-hal

v al-Islami wa Adillatuh  (Bewtit: Dar al-Fikr, 1989), IV:



3. Tentang Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang t_.ah berakhir apabila telah dicapai tujuannya; atau
jika terjadi fasakh; atau telah jerakhirnya waktu. Dan salah satu sebab yang
mengakibatkan terjadinya fasakh yaitu karena kewajiban yang ditimbulkan oleh
adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.’' Sedangkan
menurut Chairuman Pasaribu, pembatalan perjanjian (akad) secara umum tidak
dapat dilaksanakan sebab dasa »Herjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak
yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tapi dapat dilaksanakan apabila jangka
waktu perjanjian telah berakhir; salah satu pihak menyimpang dari perjanjian;

atau jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).*

F. Metode Penelitian

I. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (library
research) dengan menggunakan data yang didapat dari berbagai literatur yaitu
dokumen-dokumen - Departemen - Agama, peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan ibadah haji, artikel-artikel tentang pembatalan haji
tahun 2004, kitab-kitab figh tentang hukum akad dan buku-buku terkait.
Penelitian ini bersifat klinis (clinic research) yaitu salah satu jenis

penelitian hukum Islam norm_.if yang bertujuan untuk menemukan hukum 'in

AA Basyir, Asas-Asas., hlm. 84-85.

2 Chairuman Pasaribu da Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), him. 4
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concreto' guna menjawab suatu peristiwa hukum tertentu.”’ Norma hukum 'in
abstracto' dalam penelitian ini adalah norma hukum Islam tentang akad dan
norma hukum positif tentang penyelenggaraan haji dan hukum perjanjian, sebagai
premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang relevan dengan pembatalan
keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun 2004 sebagai premis minor.**
2. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dokumen Departemen
Agama dan artikel-artikel pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia
tahun 2004, dan penyelenggare..1 haji pada umumnya. Sumber data sekundernya
adalah kajian-kajian yang membahas akad dan hukum perdata positif.
3. Analisis Data

Keseluruhan data yang didapatkan tersebut dianalisis secara deduktif yaitu
dengan menggunakan norma-norma hukum akad untuk menilai peristiwa hukum
pembatalan keberangkatan haji tahun 2004 tersebut.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu cara
mendekati masalah dengan menggunakan norma-norma hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan haji yang berlaku di Indonesia.

33

Syamsul Anwar, "Pengembangan Meiode Penelitian Hukum Islam,” dalam Amin
Abdullah, dik., Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer (Yogyakarta:
Fak. Syari'ah IAIN Suka dan ar-Ruzz Press, 2002), him. 161.

' Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1998),
him. 94.
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G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang
dirumuskan dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum mengenai akad, yang
digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data dari segi normatif,
yaitu tentang pengertian akad, rukun dan syaratnya, wanprestasi dan force
majeure, serta berakhirnya suatu akad.

Bab ketiga menguraikan fakta-fakta mengenai dasar hukum dar
penyelenggaraan ibadah haji pada umumnya dan kuota haji tambahan, proses
pembatalan haji kuota tambahan dan akibat yang ditimbulkan serta upaya
Departemen Agama dalam menangani pembatalan tersebut.

Bab keempat menganalisis fakta-fakta tentang pembatalan keberangkatan
haji dan akibat hukumnya. Dengan analisis ini, dapat diketahui sah tidaknya
perjanjian kuota haji tambahan, disposisi para pihak dalam perjanjian tersebut dan
akibat hukumnya.

Dan akhirnya Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB YV

PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari penelitian dan analisis tentang pembatalan keberangkatan haji kuota
tambahan pada tahun 2004 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya
tersebut, dapat disimpulkan bahwa:
1. Departemen Agama telah melakukan wanprestasi karena k¢ aian, hal itu
karena;

a. Penyebab pembatalan haji kuota tambahan bukan keadaan memaksa (force
majeure) karena objek akad haji kuota tambahan belum menjadi milik
Departemen Agama secara sempurna dan telah melanggar kesepakatan
antar Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam
Organisasi Konferensi Islam. Sehingga ketika itu ditolak Arab Saudi, tidak
ada yang menjadi dasar hukum untuk mempertahankannya;

b. Penyebab  pembatalan haji  kuota tambahan tersebut akibat
ketidakprofesionalan Departemen Agama, baik mengenai penawaran kuota
haji tambahan yang belum pasti tersebut, penentuan calon jemaah haji
batal yang memasukkan calon jemaah haji kuota bebas nasional, maupun

penanganan atau penyelesaiannya.

2. Akibat hukum dari pembatalan keberangkatan haji kuota tambahan pada tahun

2004 adalah;

79
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a. Departemen Agama wajib memenuhi prestasinya yaitu memberangkatkan
calon haji kuota tambahan pada tahun 2005 dan membayar ganti rugi
Jika mereka menggugatnya;

b. Dengan telah terselenggarakannya pemberangkatan calon jemaah haji
yang batal pada musim haji tahun 2005 lalu, maka Departemen Agama
telah lepas dari pertanggungjawabannya atas pembatalan haji tahun 2004

tersebut.

2. Saran
a. Akademis : agar dilakukan penelitian lanjutan dari kasus pembatalan
keberangkatan haji tahun 2004 ini, terutama dari aspek hukum pidana
b. Departemen Agama
1) Agar tidak berspekulasi lagi dan tidak mementingkan kuantitas dari
calon jemaah haji yang diberangkatkan tetapi lebih mementingkan
kualitasnya, yaitu dengan menggunakan sebaik-baiknya kuota yang
didapatkan dan menetapkan syarat (kriteria) calon jemaah haji berdasar
ketentuan agama misalnya lebih memprioritaskan mereka yang belum
pemah haji daripada yang sudah pemah haji, dan  :mprioritaskan
mereka yang telah balig daripada anak-anak;
2) Agar lebih meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kinerja
serta manajemennya.
c. Masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengeval-~-1 kinerja

pemerintah sehingga terbentuk sistem kontrol pemerintahan yang baik.
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Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004.

Keputusan Menteri Agama Nomor 299 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menter1 Agama Nomor 452 Tahun 2002 Tentang Alokasi Porsi
Jemaah Haji Tahun 1424 H/2004 M.

Keputusan Menteri Agama Nomor 460 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah
Haji Tahun 2004.

Keputusan Menteri Agama No. 547 Tahun 2003 tentang Calon Jemaah Haji Yang
Ditunda Keberangkatannya Pada Musim Haji Tahun 1424 H/2004 M.

Keputusan Dirjen Bimas dan PH No. D/163/Tahun 2004 Tentang Sistem
Pendaftaran Haji.

Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Prop. DIY Tahun 1424 H/2004 M,
Dokumen Kanwil Depag DIY, tidak diterbitkan.

Surat Keputusan Gubernur No. 456/4139 Tentang Pembiayaan Di Luar BPIH
Jemaah Haji DIY Tahun 2004.
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BAB1

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah.

BAB I
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang beralku dengan
suka sama suka di antara kamu.

Sesungguhnya jual beh itu berdasar keridaan.

Sesungguhnya  Allah  menghapus dart  umatku
kekeliruan/kesalahan, kelupaan dan hal-hal yang
dipaksakan kepada mereka.

Apabila engkau berjual beli maka katakanlah, tidak ada
tipuan.

Garar dalam ftransaksi jual beli menyebabkan pembeli
menderita kerugian dan itu adalah hasil kekurang-tahuan
yang mempengaruhi harga maupun pokok materi subjek.
Tidak mengandung garar jika keduanya, harga dan
pokok materi subjek diketahui keberadaannya, jika
karakteristiknya diketahui, jika jumlahnya ditentukan,
jika para pihak mempunyai kendali (kekuasaan) untuk
memastikan bahwa pertukaran akan berlangsung dan,
terakhir, jika dilakukan di masa datang, bila ada,
ditentukan.

Siapa yang membeli makanan maka jangan menjualnya
sehingga dipegang (dimilikinya).

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti
dimintai pertanggungjawaban.
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(Bukan demikian), sebenamya siapa yang menepati janji
(vang dibuat)-nya dan bertakwa, maka sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan
harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian
(pahala) di akhirat, ... dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya. ... Merekalah yang akan
mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

... janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) ...

. maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu,
hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka.

Orang [slam harus berpegang teguh pada syarat-
syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal
dan menghalalkan yang haram.

Tidak dibolehkan timbulnya kerusakan (kerugian) dan
tidak boleh pula adanya perusakan.

Kerugian harus ditiadakan.

Berhak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan
keharusan ganti rugi.

Siapa yang melakukan pengobatan dan ia tidak
mempunyai ilmu itu maka 1a bertanggung jawab (harus
memberi ganti rugi).

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
serupa, maka barangsiapa yang memaatkan dan berbuat
baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang
Vain.

1
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Sewa dan membayar kerusakan tidak berkumpul.

Penjual dan pembeli keduanya bebas (boleh khiyar)
selama keduanya belum berpisah,maka jika keduanya
benar dan menyatakan keadaan barang, keduanya diben
berkat dalam jual belinya, dan kalau keduanya berdusta
dan menyembunyikan, dihapuskan keberkatan jual
belinya.

Berhak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan
keharusan ganti rugi.

BAB IV

Menolak kemafsadatan lebih utama dari mendatangkan
kemaslahatan, apabila bertentangan antAra mafsadat dan
maslahat maka biasanya menolak kemafsadatan harus
didahulukan.

Asal dari setiap akad adalah keridaan kedua belah pihak,
dan akibat hukumnya adalah yang mereka perbuat dalam
akad.

Rela akan sesuatu berarti rela pula akan akibatnya.

Adat kebiasaan vyang tetap berlaku mempunyai
kedudukan yang sama dengan syarat.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang
serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik
maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

1l
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PEMERINTAF ROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH |
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55713
Telepon :{0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 'sw.: 243 -247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@prasa.com

SURAT KETERAN®AN / IJIN
Nomor:07.0/ 1097

Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk No  : IN/I/DS/PP.00.9/360/2005
Membaca Surat @ Tanggal : 18-02-2005 Perihal : 1jin Penelitian

Mengingat o 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 183 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungar
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan kepada

Nama : LILIS NUR FAIZAH No. MHSW ; 00380573
Alamat Instansi  :  Ji. Marsda Adisucipto, Yogyakarta |
Judul o TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN

CALON JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2004

Lokasi - Prop. DIY
Waktunya : Mulai tanggal 04-03-2005s/d  04-06-2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/
Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberilaporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. ljinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperiukan untuk keperluan ilmiah;

5. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan; .

6. Suratijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. ; Dikeluarkan di : Yogyakarta
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal : 04-03-2005

( Sebagai Laporan) . -
2. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY; A.n. GUBERNUR

3. Direktur KBIH Taruna Al-Quran Yk; TIMEWA YOGYAKARTA
4. Direktur KB'H Muitajam Yk;

5. Pimpinan KBIH ...............

6. Dekan Fak. Syanah-UIN"SUKA" Yk;

7. Pertinggal.




DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALUAGA

FAKULTAS SYARI’AH
L. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA
Nomor IN/[/DS/PP.OO.9/5/7/?/200:§" Yogyakarta, 05 Maret 2005
Lamp. : [ lembar
Perthal : Permohonan [jin Penelitian

di Bidang Urusan Haji Kanwil Depag Prop. DIY

Kepada

Yth : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinst DIY
Di
Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan
menyusun Skripst dengan judul :

TINJAUAN HUKUM  ISLAM  TERHADAP PEMBATALAN -

KEBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN
2004

Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa
kami:

Nama - LILIS NUR FAIZAH
Nomor Induk  : 00380573

Semester - X

Jurusan : Mu’amalah

Untuk  mengadakan penelitian (riset) berkaitan dengan pembatalan
keberangkatan calon jemaah haji tahun 2004 di DIY dan penyelenggaraan
ibadah haji di Indonesia pada umumnya, sesuai dengan surat ijin penclitian dari
BAPEDA Prop. DIY No. 07.0/1097 tanggal 04 Maret 2005 (terlampir).

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasth.

.
el
.

\ .
"3 rs. H. Al Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

I

Dekan Fakultas Syari’ah (sbg. Laporan),

2. Arsip.




DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sokanandi No 8, Telepon (0274) 516030, Faxmile 589335 Yogyakarta 55166

Nomor : Kw.2.3/2/Hj.01/ 355 /2005 Yogyakarta, 12 Maret 2005

Sifat . Biasa

Lamp. = -

Hal - Permohonan ljin Penelitian
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Menanggapi Surat Saudara Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/689/2005

tanggal 05 Maret 2005 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat,

maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama - LILIS NUR FAIZAH
Nomor Induk : 00380573
Semester X

Jurusan : M'u’a>malah

Demikian 'surat ijin ini kani sampaikan agar dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb,

a.n. Kepala .
EREN epala Bidang Penyelenggaraan
LGl Zakat Wakaf

/Q‘?‘/ %

&y

L —
AT

e
SO ¢ o NIP 1501 30479

- Tembusan:
Kakanwil Dep. Agama Propinsi DIY.



Yogyakarta, 14 Maret 2005
Hal  : Surat Bukti Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.
Yang bertanda tangan di bawah int:

N: ma : Drs. H. Afandi, M. Pd. |

Jabatan  : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf

Instansi  : Kantor Wilayah Departemen Agama D. I. Yogyakarta
dengan int menyatakan bahwa:

Nama : Lilis Nur Faizah

Fakulias : Syari'ah

Semester : X

Instansi . Universitas Islam Negert Sunan Kalijaga Yogyakarta
telah melakukan penelitian (wawancara) dengan:

Nama : Muhammad Najib Sudarmawan

Jabatan  : Kepala Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas

Ridang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
Instansi  : Kantor Wilayah Departemen Agama D. 1. Yogyakarta

dengan catatan: ... .. ...

Demikian surat bukti penelitian ini kami sampaikan agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Tembusan:
Kakanwil Dep. Agama Propinsi DI'Y
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DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
DEPARTEMEN AGAMA D. I. YOGYAKARTA

: Muhammad Najib Sudarmawan
: Kepala Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas Bidang
Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakat Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
I . 15 Maret 2005

Penyelenggaraan haji pada umumnya yang bersifat sentralistik, artinya segala
xebijakan berasal dari pusat dan daerah hanya sebagar pelaksana. Dalam hal
penyelenggaraan haji kuota tambahan, scjauh mana kewenangan kantor
wilayah Departemen Agama, apakah dapat membuat kebijakan-kebijakan
sendiri atau dari pusat ?

Sebetulnya ada perkiraan batal atau tidak mengenai kuota haji tambahan ?
Pada waktu pendaftaran kuota haji tambahan, ada pemberitahuan kepada para
pendaftar bahwa kuota tambahan mungkin tidak bisa berangkat ?

Ada pengkhususan bagi pendaftar haji kuota tambahan

Penentuan calon jemaah haji yang batal itu berdasar faktor apa saja ?
Mengapa ada sejumlah jemaah kuota nasional rebutan yang dibatalkan ?
Bagaimana pemberitahuan tersebut disampaikan kepada calon jemaah haji
yang batal 7

Bagaimana reaksi mereka pada umumnya ?

Bagaimana upaya Depag DIY dalam menanganinya ?

. Sejumlah calon jemaah haji DIY yang batal kemudian bisa diberangkatkan

tahun 2004, bagaimana caranya ?

Pada tahun 2005, apakah calon jemaah haji yang batal harus mendaftar lagi 7
Apakah mereka mengikuti bimbingar manasik dan semacamnya lagi ?
Bagaimana dengan BPIH yang tidak diambi!

Ada kompensasi bagi mereka ?

Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini, untuk penvelenggaraan haji ke -
depan ?

IX



DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI

. Nama : Faiza Raziqun
Jabatan - Kepala Bagian KBl di KBIH Bina Umat Yogyakarta
Tanggal - 16 Maret 2005
2. Mama . Abror. Cokrokusumo

Jabatan : Kepala Bagian KBIH di KBIH an-Nabawi Yogvakarta
Tanggal - 16 Maret 2005

. Pada penyelenggaraan haji tahun 2004, berapa calon jemaah haji yang
mendaftar di KBIH ini ?

Dari jumlah 1tu adakah yang dibatalkan keberangkatannya karena pembatalan
kuota tambahan ? Jika ada, berapa orang ?

Sejauh mana pengaruh pembatalan tersebut terhadap KBIH ? Apakah
merugikan ? Jika merugikan, berapa besar kerugian tersebut ?

4. Apa yang dilakukan KBIH atas pembatalan tersebut ?

5. Apa tindakan Departemen Agama kepada KBIH ?

b
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 547 TAHUN 2003
TENTANG

CALON JEMAAH IIAJI YANG DITUNDA KEBERANGKATANNYA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

[N

PADA MUSIM HAJLTAILUN 1424 11/2604 M

MENTEPI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Tbadah
Haji, pasal 6 ayat 2, menyebutkan Menteri Agama dalam melakaksanakan
tuoasnya berkoordinasi atau bekerja sama dengan departemen/lembaga/mstan51
terkait dan pihak pemerintah Arab Saudi;

bahwa pemerintah  Arab Saudi telah mengeluarkan  keputusan tentang
pengurangan jumlah kuota jemaah haji pada 17 (tujuh belas) negara termasuk
didalamnya jemaah haji Indonesia pada musim haji 1424 H/2004 M;

bahwa calon jemaah hajl Indonecsia yang mendaftar setelah tcrpe'whmya porsi
masing-masing provinsi perlu ditinda keberangkatnnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan p ada huruf a, hurufb, dan huref ¢, dipadang
perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang calon jemaah yang ditunda
keberangkatannya pada musim hazji tahun 1424 H/2004 M.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggataan [badah Haji;
Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
scbagaimana telah diubzh dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama,;
Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2003 tentang Biaya Penyclenggaraan
Ibadah Haji Tahun 2004;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

- Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan cheutusan Menteri

Agama Nomor 396 Than 2003;

Keputusan Menteri Agama Nomor 452 Tahun 2002 tentang Alokasi Porsi Jemaah
Haji T alun 2 004 sebagaimana t clah d iubah d engan K cputusan M enteri Agama
Nomor 299 Tahun 2003, , .

Surat Menteri Haji Arab Saudi Nomor : 9900865/1424 tanggal 21 ~ 9 — 1424 H

MEMUTUSIKAN

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG CALON JEMAAH HAJI
YANG DITUNDA KEBERANGKATANNYA PADA MUSIM I1AJI TAHUN
1424 1172004 M
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Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Tembusan Yth :

Jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun 1424

H/2004 M adalah sebanyak 205.000 orang sesuai quota yang ditetapkan oleh

pemerintah Arab Saudi dan telah dialokasikan porsinya untuk masing-masing

provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 299 Tahun 2003 tentang

Alokasi Porsi Jamaah Haji Tahun 1424 H/2004 M.

Calon jemaah haji yang mendaftar setelah terpenuhinya porsil pada masing-masing

provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, ditunda keberangkatannya

pada musim haji tahun 1424 H/2004 M.

Nama-nama calon jemaah haji vang ditunda keberangkatannya sebagalmana

dimaksud pada dictum Kedua untuk masing-masing provinsi adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini. '

Calon jamaah haji sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, dan tidak

mengundurkan diri ditetapkan menjadi calon jemaah haji tahun 1425 H /2005 M,

dengan ketentuan :

a. apabila Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ‘thun 2005 “lebih besar
dari BPIH tahun 2004, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya
tambahan.

b. apabila BPIH tahun 2005 lebih rendah daripada BPIH tahun 2004, maka
selisihnya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

:. Calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga dan ingin

mengundurkan diri dapat mengambil BPIH yang telah disetor tanpa dikenakan
biaya administrasi pembatalan sebesar 1% (satu persen).

Hal-hal yang belum diatur dalara Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderzl Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;

Dengan berlakunya Xeputusan ini maka Keputusan Menteri Agama Nomor 460
Tahun 2003 tentang Alokasi Porsi Tambahan Jemaah Haji tahun 1424 H/2003 M
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctaplxan di Jakarta
Pada tanggal 15 DWZOOB;

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4
5

Menko Kesra;

Menko Polkam;

Para Menteri Kabinet Gotong Ruyong;
Gubernur Bank Indonesia;

Kctua Komist VI DPR RI;

6
7.
8. Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman;
9.
{

0. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia.

A K PENUNDAAN KEDERANGKATA

N IAMAAIL HAS doc

«



Pemerintah akan melakukan Qur’ah pemondokan haji pada tanggal 10
Desember 2003. Pelaksanaan Qur'ah  tidak dapat ditunda lagi karcna
pemberangkatan kloter pertama harus dilaksanakan pada akhir Desemkter 2003,
Waktu yang singkat akan digunakan untuk pembagian kloter, penyusunan pra

manifes, dan pembuatan Surat Penggilan Masuk Asrama (SPMA).

Jakarta, 15 Desember 2003
Direktur/enderal

Penyelenggaraan Haji

o




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOG YAKARTA

T

Youyaukarta, 27 0CT 2003

Nomnr /~/56 /—1//59
Lamp. Kepada Yih

Hal - Pembiayaan lama’ah Hajr -

Kepata Kanwil Departemen Agama
Diluar BRI Tahun 2004 Sclaku Kepala Stat’ KOPIH Propinst DIY

Di Yogyvakarta

Menangeapi sural Saudara, tertanggal 8 Oktober 2003, Nomor  WI/4/H.05/
190072003, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, berkenaan dengan hal
tersebut sctelah dilakukan koordinasi dan berbagai perumbangan, pada prinsipnya
kami tidak berkeberatan (:rhadap adanya kesepakatan dan saling pengertian antara
Kctua-ketua Rombongan ketua Regu serta jama’ah haj, berupa pengumpulan dana
sebesar Rp 220.000,- ( dua ratus dua pulub ribu rupiah ), guna keperluan
pembiavaan vang tidak termasuk datam komponen Biava Penvelenggaraan [badah
Haji ¢ BPUA Y pada musim hajt Tahun 2004, yaitu

I Pembehian scragam bauk jama’ah haji DY Ry 43.000,-
2. Scwa bus dan truk box ( Yogyakarta-Donohudan ) PP Rp  110.000,-
5. Pemantapan kloter . Rp 20.000,-
4. Operasional Pemberangkatan-pemulangan ) Ry 27.C00,-
3. Pengurusan koper/barang jama’ah Rp 13.000,-
6. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( IPHT) DIY Rp 5.000,-

Jumiah Rp  220.000,-

Setelah dilakukan pcngmnpulan, dana tersebut agar dikelola dengan scbatk-batkunya,
dipertanggungjawabkan secara transparan, hasilnya dilaporkan kepada kami paling
lambat 1 ( satu ) minggu setelah kloter akhir jama’ah haji sampai di Yogyakarta.

Demikian agar menjadikan perhatian seperiunya.

. GUBERNUR

O DAERRH IS TIMEWA YOGYAKARTA,

A

1

HHMENGKU BUWONO X
Tembusan disampaikan kepada Yth, S S

FENNLUS N S SN

N

Mentert Dalam Negert di Jakarta ;

Menteri Agama di Jukarta ;

Dirjen Bimas tslam dan Urusan Haji Depag di Jakarta
Piipinan DPRD Propinst DIY

Badan Pengawus Dacrah Propiasi DUY

Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Prop. DY,
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AN CALON HAJI
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i Kabupis -en/Kotamedya sesuai dengan domisilinya.
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[ eSS

- KRONOLOGIS
PENUNDAAN KEBERANGIZATAN
JEMAAH HAJI TAMBAHAN KUQTA TAHUN 2904

. Pada tanggal 13 Nopember 2003 Menteri Agama menerima telpon cari Atase

Haji pada Konjen RI Jeddah, menyainpaikan adanya pemberitahuan dari
Kementerian Haji Arab Saudi yang akan mengembalikan kuota haji tahun 2004

kepada luota semula/asli, yang berarti akan ada pengurangan jemaah haji.

. Pada tanggal 13 Nopember 2003 malam hari, Menteri Agama melakukan

klarifikasi pertelepon kepada Dr. Hatim Qodli, Wakil Menteri Haji yang
membenarkan adanya rencana tersebut. Namun belum dapat menjelaskan
secara detail. Kemudian Menteri Agama meminta waktu dapat berteinu dengan

Menteri Haji.

. Pada tanggal 16 Nopember 2003 Menteri Agama berangkat ke Arab Saudi

didampingi Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

. Pada tanggal 17 Nopember 2003 sore hari pukul 16.00 WAS di Kantor Menteri

Haji Arab Saudi di Makkah Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islani dan
Penyelenggaraan Haji serta Kepala Bidang Urusan Haji KJRI Jeddah diterima
oleh Menteri Haji Arab Saudi yang didampingi oleh Dr. Hasim Qodli selaku
Deputi M enteri H aji, K etua M uassasah A sia Tenggara S yekh Ali Yasin, D r
Muhammad Tohir Banten Deputi Umrah, dan Sekretaris Menteri Haji Fahed

Al Zuheir.

. Menteri Haji memberikan penjelasan bahwa penetapan besarnya kuota haji

t thun 2004 disesuaikan dengan hasil kesepakatan Menteri Luar Negeri negara-
negara OKI Tahun 1986 di Yordan, yaitu 1/1000 dari jumlah umat Islam
negara bersangkutan. Oleh karena itu Pemerintah Arab Saudi menetapkén bagi

7 ncgara, salah satunya adalah Indonesia, kuota haji tahun 2004 dikembalikan

kepada kuota semula/asli; yaitu 205.000 jemaah.
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